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INTI SARI 

Tugas pokok Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah melaksanakan 
sebagian kegiatan pendaftaran tanah, dengan membuat akta sebagai 
bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas 
tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan dasar 
bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah. 

Kota Ambon Provinsi Maluku merupakan kota yang sedang 
berkembang, dan merupakan daerah yang banyak te�adi peralihan hak 
atas tanah, yang disebabkan oleh pesatnya perkembangan pembangunan 
diberbagai sektor. Banyaknya peralihan hak atas tanah tersebut dapat 
mengakibatkan volume ke�a PPAT di Kota Ambon semakin meningkat, 
sehingga kemungkinan peluang PPAT yang diangkat MNA/Ka.BPN dan 
PPAT Sementara yang ada di Kota Ambon, dalam pelaksanaan 
pembuatan akta peralihan hak atas tanah melanggar ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan 
dalam bentuk pertanyaan penelitian bahwa, apakah pelaksanaan tugas 
PPAT dalam rangka peralihan hak atas tanah di Kota Ambon Provinsi 
Maluku telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku?, kendala apa yang dihadapi dalam proses pembuatan akta 
peralihan hak atas tanah?, dan upaya apa yang telah dilakukan oleh 
PPAT dalam mengatasi kendala tersebut?. Tujuan yang ingin dicapai 
dalam penelitian ini, adalah untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan -
tugas PPAT dalam rangka peralihan hak atas tanah di Kota Ambon 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 
untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh PPAT dalam 
proses pembuatan akta peralihan hak atas tanah di Kota Ambon Provinsi 
Maluku, serta untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh 
PPAT dalam mengatasi kendala tersebut. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 
deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilaksanakan di Kota Ambon dapat disimpulkan bahwa, Semua PPAT 
yang ada di Kota Ambon dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka 
peralihan hak atas tanah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kendala yang dihadapi oleh 
PPAT dalam proses pembuatan akta peralihan hak atas tanah di Kota 
Ambon adalah lambatnya proses ke�a pada Kantor Pertanahan Kota 
Ambon, dokumen atau persyaratan yang diperlukan dalam pembuatan 
akta peralihan hak atas tanah yang diajukan oleh para pihak kurang 
lengkap, dan tanah yang akan dijadikan obyek perbuatan hukum belum 
terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Ambon. Upaya yang dilakukan oleh 
PPAT untuk mengatasi kendala tersebut antara lain dengan mengadakan 
koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Ambon, khususnya Kepala 
Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, agar mempercepat proses 

ke�a yang berkaitan dengan tugas PPAT, dan PPAT beke�asama dengan 
Kantor Pertanahan Kota Ambon untuk memberikan penyuluhan kepada 
masyarakat tentang pertanahan, khususnya menyangkut peralihan hak 
atas tanah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelltlan 

Tanah merupakan kebutuhan mendasar dalam pelaksanaan 

kehidupan manusia, baik sebagai tempat permukiman maupun 

sebagai faktor produksi. Kebutuhan manusia terhadap tanah semakin 

bertambah disebabkan karena meningkatnya pertambahan penduduk 

dan kepentingan pembangunan, sedangkan tanah sifatnya relatif tetap 

dan tidak dapat diperbaharui. Hal ini akan menimbulkan berbagai 

permasalahan dalam penguasaan dan penggunaan tanah, maka untuk 

memberi rasa aman bagi manusia dalam penguasaan dan 

penggunaan tanah, per1u adanya suatu kepastian hak atas tanah dan 

jaminan kepastian hukum atas suatu bidang tanah. 

Kepastian hak atas tanah diwujudkan dalam penguasaan tanah 

dengan berbagai macam hak-hak atas tanah, yang telah disebutkan 

dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), sedangkan 

untuk kepastian hukumnya dijamin dengan pelaksanaan pendaftaran 

tanah. 

Pasal 19 ayat (1) UUPA menyebutkan, bahwa untuk menjamin 

kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah 

diseluruh wilayah Republik Indonesia, menurut ketentuan-ketentuan 

yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pendaftaran tersebut 

meliputi kegiatan: 

1 



1. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; 

2. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak 1ersebut; 

2 

3. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat. 

Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian 

hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu 

bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar, 

agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang 

hak yang bersangkutan. 

Jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah suatu 

bidang tanah yang dimaksudkan, adatah terhadap subyek dan obyek 

hak atas tanah. Subyek yaitu mengenai siapakah pemegang hak atas 

tanah, sedangkan obyek adalah mengenai letak, batas-batas dan tuas 

bidang tanah. 

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran 

tanah untuk pertama kaJi, dan kegiatan pemeJiharaan data pendaftaran 

tanah. Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali adalah kegiatan yang 

dilakukan terhaclap obyek penclaftaran tanah yang semula belum 

didaftar menurut ketentuan peraturan pendaftaran tanah yang berlaku. 

Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan 

yang dilakukan apabila terjadi perubahan data fisik dan atau data 

yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah didaftar, dan pemegang 

hak atas tanah yang bersangkutan, wajib mendaftarkan perubahan 

data tersebut kepada Kantor Pertanahan. 
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Dalam melaksanakan kegiatan pemefiharaan data pendaftaran 

tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat 'Aida 

Tanah (PPAT). Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 menyatakan bahwa, perafihan hak atas tanah dan hak 

milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, 

pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan pemindahan hak 

lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat 

didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang 

berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

PPAT yang dimaksud adalah pejabat umum yang diberi 

kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan 

hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan 

rumah susun. 

PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan 

pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah 

dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau 

hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi 

pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah. 

Akta PPAT merupakan salah satu sumber data bagi 

pemeliharaan data pendaftaran tanah, maka harus dibuat sedemikian 

rupa sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat bagi pendaftaran 

peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan. Oleh karena itu PPAT 

bertanggungjawab untuk memeriksa syarat-syarat untuk sahnya 

perbuatan hukum yang bersangkutan, yaitu dengan mencocokkan data 

yang terdapat dalam sertipikat dengan daftar-daftar yang ada di Kantor 

Pertanahan. 
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Akta PPAT disebut sebagai akta otentik karena dibuat oleh dan 

dihadapan pejabat umum, dan telah memenuhi persyaratan hukum. 

Artinya, akta PPAT dapat membuktikan sendiri keabsahannya, yakni 

dibuat secara profesional dan menjamin kebenaran atau kepastian 

mengenai tanda tangan dalam akta, dan isi akta diuraikan seperti 

yang dijelaskan oleh para pihak dan mempunyai kekuatan pembuktian 

yang kuat di pengadilan. 

Kota Ambon Provinsi Maluku merupakan kota yang sedang 

berkembang, dan merupakan daerah yang banyak terjadi peralihan 

hak atas tanah, yang disebabkan oleh pesatnya perkembangan 

pembangunan diberbagai sektor. Banyaknya peralihan hak atas tanah 

tersebut dapat mengakibatkan volume kerja PPAT di Kota Ambon 

semakin meningkat, sehingga kemungkinan peluang PPAT yang 

diangkat MNA/Ka.BPN dan PPAT Sementara yang ada di Kota 

Ambon, dalam pelaksanaan pembuatan akta peralihan hak atas tanah 

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

PPAT dalam melaksanakan tugasnya harus memenuhi ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang menyangkut kewajiban, 

keharusan dan larangan PPAT yang harus dipatuhi dalam pembuatan 

akta, agar akta yang dibuatnya tidak mengandung cacad hukum dan 

atau cacad administrasi. 

Berdasarkan uraian diatas maka penutis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul : 

"EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS PEJABAT PEMBUAT AKTA 

TANAH DALAM RANGKA PERALIHAN HAK ATAS TANAH Dl 

KOTA AMBON PROVJNSJ MALUKU" 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penuns merumuskan 

permasalahan dalam bentuk pertanyaan penelitian (Research 

questions) sebagai berikut: 

1. Apakah pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam 

rangka peralihan hak atas tanah di Kota Ambon Provinsi Maluku 

telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku ? 

2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Pejabat Pembuat Akta 

Tanah dalam proses pembuatan akta peralihan hak atas tanah di 

Kota Ambon Provinsi MaJuku ? 

3. Apakah upaya-upaya yang te1ah di1akukan o1eh PPAT dalam 

mengatasi kendala tersebut ? 

C. Pembatasan Masarah 

Mengingat luasnya bidang kajian diatas, dan agar tidak terjadi 

kerancuan dalam penafsiran, serta terbatasnya waktu, biaya dan 

k�m�mP.u�n �n.�li�. mftk� ruang Jingkup penelitian jnj dibatasj sebagai 

bertikut: 

1. Peralthan· hak yang- dimaksud· dalam- penelitian- ini adalah· peralihan 

hak,atas.tanab .karena jual.belL 

2. PPAT yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ·PPAT yang 

diangkat- oleh· MNA/Ka.BPN bercta.sar'kaf' Pa�l 5 PP Nomor 37 

Tahun 1998,jo Pasal4 dan 5 PMNA/Ka.BPN Npmor4 Tahun 1999., 

dan PPAT Sementara berdasarkan Pasal 5 -ayat ·(3) pp·Nomor 37 

Tahun 1998, jo Pasal 7 PMNA/Ka.BPN Nomor 4 Tahun 1999, yang 

mempunyai wifayah keoa di Kota Ambon Provinsi Maluku. 
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3. PPATSementarayang dimaksud dalam penelitian ihi"adalah PPAT· 

Sementara yang dijabat oleh Camat Nusaniwe, Camat Sirimati dan 

Camat TelukAmbon Baguala di Kota Ambon Provinsi Maluku. 

4. o·ata _yang diteliti dalam penelitian ini adalah data dari Tahun 2003 

sampai dengan Tahun 2005. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuari pei1�1itian. 

Tujuan yang. ingin dicapai dalam penelitian irii adalah: 

a. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tugas. PPAT .dalam 

rangka peralihan hak atas tanah di ·Kota Ambon dengan 

ketentuan peraturan peruhdang-undangan yang berlaku. 

b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleb PPAT 

dalam proses pembuatan akta peralihan hak atas tanah di Kota 

Ambon Provinsi Maluku. 

c. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh 

PPAT dalam mengatasi kendala tersebut. 

2. Kegunaan penelitian. 

Kegunaan dari penefitian ihi adalah: 

a. Sebagai.bahan informasi dan masukan bagi Kantor Pertanahan 

Kota Ambon dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan 

PPAT. 

b.. Untuk. memberikan s.umbangan pemikiran yang b�rgum� b,agi 

semua PPAT yang ada di Kota Ambon dalam memberi 

pelayanan bagi masyarakat. 



A. Kesimpulan 

BABVI 

PENUTUP 

Berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari 

hasil penelitian yang dilaksanakan pada Kantor PPAT dan Kantor 

Pertanahan Kota Ambon, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Semua PPAT yang diangkat MNA/Ka. BPN dan PPAT Sementara di 

Kota Ambon Provinsi Maluku, dalam melaksanakan tugasnya 

mengenai peralihan hak atas tanah, belum sepenuhnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pelaksanaan tugas PPAT di Kota Ambon yang belum sesuai 

antara lain, PPAT belum sepenuhnya melampirkan izin 

pemindahan hak bagi bidang tanah yang dalam sertipikatnya 

dicantumkan, bahwa hak atas tanah tersebut hanya boleh dipindah 

tangankan apabila telah memperoleh izin pemindahan hak dari 

instansi yang berwenang, PPAT di Kota Ambon belum membuat 

buku daftar akta untuk semua jenis akta yang dibuat, PPAT belum 

mengisi dan menutup buku daftar akta yang telah dibuat setiap hari 

kerja, dan PPAT belum menjilid akta dan warkah pendukung akta 

setiap bulan, serta PPAT di Kota Ambon belum secara tertib 

menyampaikan akta dan laporan bulanan kepada Kantor 

Pertanahan Kota Ambon. 

80 
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2. Kendala yang dihadapi oleh PPAT di Kota Ambon dalam proses 

pembuatan akta peralihan hak atas tanah di Kota Ambon Provinsi 

Maluku adalah lambatnya proses kerja pada Kantor Pertanahan 

Kota Ambon, dokumen atau persyaratan yang diperlukan untuk 

pembuatan akta peralihan hak atas tanah yang diajukan oleh para 

pihak kurang lengkap, dan tanah yang dijadikan obyek perbuatan 

hukum belum terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Ambon. 

3. Upaya yang dilakukan oleh PPAT yang diangkat Menteri Negara 

Agraria/Ka.BPN dan PPAT Sementara di Kota Ambon untuk 

mengatasi kendala dalam proses pembuatan akta peralihan hak 

atas tanah, adalah mengadakan koordinasi dengan Kantor 

Pertanahan Kota Ambon, khususnya Kepala Seksi Pengukuran dan 

Pendaftaran Tanah menyangkut dengan tugas PPAT, dan bagi 

tanah yang belum terdaftar agar Kepala Kantor Pertanahan 

memberikan surat keterangan bahwa bidang tanah yang 

bersangkutan belum bersertipikat. Selain itu PPAT bekerjasama 

dengan Kantor Pertanahan untuk memberikan penyuluhan kepada 

masyarakat tentang pertanahan, khususnya menyangkut peralihan 

hak atas tanah. 
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B. Saran 

1. Mengingat fungsi dan tanggungjawab PPAT sangat penting dalam 

membantu tugas pendaftaran tanah, maka perlu ditingkatkan 

kebenaran pengisian komparasi akta PPAT yang merupakan dasar 

bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah, agar lebih 

cermat, teliti dan rapi dengan memperhatikan kehendak para pihak 

tanpa mengurangi arti dari ketentuan peraturan perundang

undangan yang berlaku. 

2. Mengingat PPAT Sementara yang dijabat oleh Camat mempunyai 

tugas pemerintahan lain yang sangat padat sehingga tidak terfokus 

pada fungsi dan tanggungjawabnya sebagai PPAT dalam melayani 

masyarakat, maka disarankan agar dalam menjalankan tugas, 

fungsi dan tanggungjawab sebagai PPAT harus lebih profesional. 

3. Disarankan agar Kantor Pertanahan Kota Ambon lebih efektif 

dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT 

sesuai dengan tugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku 

pembina dan pengawas PPAT, dan agar Kantor Pertanahan Kota 

Ambon lebih meningkatkan penyuluhan pertanahan kepada 

masyarakat, agar masyarakat lebih memahami tentang peralihan 

hak atas tanah. 
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